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RISALAH KEBIJAKAN: 

Strategi Surveilans Terpadu untuk Flu Burung (HPAI) dan Rabies 

 

Ringkasan Eksekutif 

Flu Burung (Highly Pathogenic Avian Influenza/HPAI) dan Rabies merupakan 

dua penyakit zoonotik prioritas yang masih menjadi ancaman serius bagi kesehatan 

hewan, kesehatan masyarakat, dan perekonomian nasional. HPAI telah 

menyebabkan kerugian ekonomi yang besar pada sektor perunggasan akibat 

kematian unggas, penurunan produksi, dan gangguan perdagangan. Sementara itu, 

Rabies masih menyebabkan kematian manusia di berbagai daerah endemis dengan 

tingkat fatalitas yang hampir 100 persen setelah gejala klinis muncul. 

Data Balai Veteriner Bukittinggi tahun 2025 menunjukkan bahwa dari 14.886 

sampel yang diuji untuk HPAI, sebanyak 1.251 sampel (8,4%) terdeteksi positif Avian 

Influenza. Sementara itu, pada pengujian Rabies, dari 205 sampel yang diperiksa, 

sebanyak 109 sampel (53%) dinyatakan positif. Data ini menunjukkan bahwa kedua 

penyakit masih aktif bersirkulasi dan memerlukan perhatian serius dalam upaya 

pengendaliannya. 

Salah satu tantangan utama yang dihadapi saat ini adalah sistem surveilans 

yang masih berjalan secara sektoral, belum terintegrasi antara kesehatan hewan dan 

kesehatan manusia, serta belum didukung oleh sistem informasi yang mampu 

menghasilkan peringatan dini secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan 

surveilans terpadu berbasis pendekatan One Health yang mengintegrasikan data 

epidemiologi, laboratorium, dan pelaporan lapangan dalam satu sistem kewaspadaan 

dini. 

Risalah kebijakan ini merekomendasikan penguatan surveilans aktif, integrasi 

sistem data nasional, peningkatan kapasitas laboratorium dan sumber daya manusia, 

serta penguatan koordinasi lintas sektor untuk meningkatkan efektivitas pengendalian 

HPAI dan Rabies di Indonesia. 

 

1. Pendahuluan dan Latar Belakang 

Flu Burung atau Highly Pathogenic Avian Influenza (HPAI) dan Rabies 

merupakan dua penyakit zoonotik strategis yang hingga saat ini masih menjadi 

ancaman serius bagi kesehatan hewan, kesehatan masyarakat, dan stabilitas 
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ekonomi nasional. Kedua penyakit tersebut memiliki karakteristik penyebaran yang 

cepat, dampak sosial ekonomi yang luas, serta memerlukan pendekatan 

pengendalian lintas sektor melalui sistem surveilans yang kuat dan terintegrasi. 

HPAI pernah menyebabkan kerugian ekonomi besar di Indonesia, terutama pada 

sektor perunggasan. Wabah HPAI mengakibatkan tingginya kematian unggas, 

penurunan produksi telur dan daging ayam, gangguan perdagangan unggas dan 

produk unggas, serta meningkatnya biaya pengendalian penyakit. Selain kerugian 

ekonomi, HPAI juga memiliki risiko zoonosis karena beberapa strain virus dapat 

menginfeksi manusia dan menyebabkan kematian. 

Data Balai Veteriner Bukittinggi tahun 2025 menunjukkan bahwa dari 14.886 

sampel yang diuji, sebanyak 1.251 sampel (8,4%) terdeteksi positif Avian Influenza. 

Temuan ini menunjukkan bahwa virus masih bersirkulasi pada populasi unggas dan 

berpotensi menjadi sumber penyebaran penyakit. 

Di sisi lain, Rabies masih menjadi ancaman zoonosis utama di berbagai daerah 

di Indonesia. Penyakit ini memiliki tingkat fatalitas hampir 100 persen setelah muncul 

gejala klinis pada manusia. Data Balai Veteriner Bukittinggi menunjukkan bahwa dari 

205 sampel yang diperiksa pada tahun 2025, sebanyak 109 sampel (53%) dinyatakan 

positif Rabies. Tingginya proporsi kasus positif menunjukkan bahwa Rabies masih 

menjadi masalah kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat yang serius. 

Keberhasilan pengendalian kedua penyakit tersebut sangat bergantung pada 

kemampuan sistem surveilans dalam mendeteksi dini, memonitor penyebaran 

penyakit, serta menyediakan informasi yang cepat dan akurat untuk pengambilan 

keputusan. Namun demikian, sistem surveilans yang ada saat ini masih menghadapi 

berbagai tantangan yang perlu segera diatasi. 

 

2. Analisis Masalah dan Kesenjangan Kebijakan 

Terdapat beberapa kesenjangan kebijakan yang menyebabkan sistem 

surveilans HPAI dan Rabies belum berjalan optimal. 

a. Sistem surveilans masih bersifat sektoral. Data kesehatan hewan, kesehatan 

manusia, dan laboratorium belum terintegrasi secara efektif sehingga analisis 

risiko dan respons pengendalian sering terlambat dilakukan. 

 

b. Deteksi dini kasus masih belum optimal. Pada HPAI, pelaporan kematian 

unggas masih rendah dan surveilans aktif di pasar unggas hidup belum 
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menjangkau seluruh wilayah berisiko. Pada Rabies, masih banyak kasus 

gigitan hewan penular Rabies yang terlambat dilaporkan sehingga 

meningkatkan risiko kematian pada manusia. 

 

c. Mobilitas hewan dan produk hewan yang tinggi meningkatkan risiko 

penyebaran penyakit antarwilayah. Pengawasan lalu lintas unggas dan hewan 

penular Rabies belum sepenuhnya berbasis risiko. 

 

d. Kapasitas laboratorium dan sumber daya manusia surveilans masih belum 

merata. Beberapa wilayah masih mengalami keterbatasan fasilitas diagnostik 

maupun tenaga epidemiologi veteriner yang kompeten. 

 

e. Implementasi pendekatan One Health masih menghadapi kendala koordinasi 

lintas sektor. Mekanisme pertukaran data dan pengambilan keputusan 

bersama belum berjalan secara optimal di seluruh daerah. 

 

 

3. Analisis Kebijakan yang Diusulkan 

a. Penguatan surveilans terpadu berbasis One Health merupakan kebijakan yang 

paling relevan untuk menjawab tantangan pengendalian HPAI dan Rabies saat ini. 

 

b. Surveilans terpadu harus mampu mengintegrasikan data kesehatan hewan, 

kesehatan manusia, laboratorium, dan lingkungan dalam satu sistem informasi yang 

dapat diakses secara real time oleh seluruh pemangku kepentingan. Integrasi ini akan 

mempercepat deteksi dini, analisis risiko, dan pengambilan keputusan pengendalian. 

 

c. Pada HPAI, surveilans aktif perlu difokuskan pada sentra produksi unggas, pasar 

unggas hidup, jalur distribusi unggas, serta wilayah dengan riwayat kasus. 

Pemeriksaan laboratorium menggunakan metode PCR dan surveilans serologis perlu 

diperluas untuk mendeteksi sirkulasi virus sebelum terjadi wabah. 

 

d. Pada Rabies, sistem surveilans perlu menghubungkan laporan gigitan hewan, hasil 

investigasi lapangan, data vaksinasi hewan penular Rabies, dan hasil laboratorium. 
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Pendekatan ini memungkinkan identifikasi wilayah risiko tinggi sehingga intervensi 

dapat dilakukan secara lebih efektif. 

 

e. Pengembangan sistem pelaporan digital nasional menjadi komponen penting 

dalam kebijakan ini. Sistem tersebut dapat menjadi sarana pertukaran data lintas 

sektor sekaligus mendukung sistem peringatan dini berbasis analisis risiko 

epidemiologis. 

 

4. Rekomendasi Kebijakan 

1. Menetapkan surveilans terpadu berbasis One Health sebagai strategi nasional 

pengendalian HPAI dan Rabies. 

2. Mengembangkan platform data nasional yang mengintegrasikan informasi 

kesehatan hewan, kesehatan manusia, laboratorium, dan lingkungan. 

3. Memperkuat surveilans aktif pada sentra perunggasan, pasar unggas hidup, 

wilayah endemis Rabies, dan daerah berisiko tinggi. 

4. Meningkatkan kapasitas laboratorium veteriner dan laboratorium kesehatan 

masyarakat untuk mendukung diagnosis yang cepat dan akurat. 

5. Memperkuat kapasitas sumber daya manusia di bidang epidemiologi veteriner, 

kesehatan masyarakat veteriner, dan surveilans penyakit zoonotik. 

6. Mengembangkan sistem peringatan dini berbasis data laboratorium dan informasi 

epidemiologis. 

7. Memperketat pengawasan lalu lintas unggas dan hewan penular Rabies 

antarwilayah. 

8. Meningkatkan cakupan vaksinasi Rabies dan penerapan biosekuriti pada sektor 

perunggasan. 

9. Mendorong keterlibatan masyarakat dalam pelaporan dini kasus penyakit melalui 

sistem pelaporan berbasis digital. 

10. Memperkuat koordinasi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, 

laboratorium, perguruan tinggi, dan organisasi internasional. 
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5. Penutup 

HPAI dan Rabies masih menjadi ancaman zoonotik yang memerlukan perhatian 

serius dari seluruh pemangku kepentingan. Tingginya temuan positif HPAI dan Rabies 

di wilayah kerja Balai Veteriner Bukittinggi menunjukkan bahwa kedua penyakit 

tersebut masih aktif bersirkulasi dan berpotensi menimbulkan dampak kesehatan 

maupun ekonomi yang signifikan. 

Penguatan surveilans terpadu berbasis One Health merupakan langkah strategis 

untuk meningkatkan kemampuan deteksi dini, mempercepat respons pengendalian, 

dan memperkuat ketahanan kesehatan nasional. Dengan dukungan kebijakan yang 

tepat, sistem informasi yang terintegrasi, serta koordinasi lintas sektor yang kuat, 

Indonesia dapat meningkatkan efektivitas pengendalian HPAI dan Rabies secara 

berkelanjutan. 
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